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ABSTRAK

Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2029, dan agar pelaksanaan
penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 dapat berjalan efekitif,
terarah, terukur dan tepat waktu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo
tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029.



Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomor
12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi
Jambi; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah daerah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden
Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Menteri Sosial Nomor.129/HUK/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/ Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Dengan



CATATAN

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang mengenai Rencana Strategis Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun
2025-2029 yang mencakup kedudukan Renstra sebagai penjabaran Rencana
Pembangunan Daerah (RPD), sistematika penyusunan Renstra yang meliputi
pendahuluan, gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan
sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta
pendanaan, hingga kinerja penyelenggaraan. Selain itu diatur pula mengenai
kewajiban pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta ketentuan perubahan
Renstra.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juli 2025.
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